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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

el

BUPATI SINTANG,

bahwa guna mengembangkan kemampuan anak-anak
pra sckolah dalam membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa dengan tujuan berkembangnva
potens: peserta didik yang berilmu, beriman, cakap,
kreatif dan mandiri yvang diselenggarakan melalui proses
pembelajaran  dengan metode komprehensif vyanpg
menyventuh unsur demokratis, berkeadilan, sistemik,
pembudavaan, keteladanan dan pemberdayaan
keteladanan dan pemberdayasn semua komponen
masyarakat sehingga tercapair tujuan Pendidikan
Nasional;

bahwa upaya pemerataan pembangunan di bicang
pendidikan dan  meningkatkan dayva lampung
pendidikan formal bagi anak-anak pra sekolah di Taman
kanak-kanak sertas meningkatkan mutu dan efisiens
pendidikan anak pra seckolah dipandang perlu uniuk
mengatur Pendirian Tamarn Kanak-Kanak Negeri o
Kabupalen Sintang;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b
tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupar
Sintang;

Undang-Undang Nomor 27 rtfahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1[I DI
Kalimantan (Lembaran Negara Republicx Indonesis
Tehun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undeny
(Lembaraan Negara Republik [ndonesia Tahun 195G
Nomor V2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820 );

2. Undang-Undang ..



Undang-Undang Nomaor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dar
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Komupsi ({Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) sebagaimana ielah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaraan Negard
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 ),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nemor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286},

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tenlang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelplaan. Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nemor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400},

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republhk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437
sebagaimana telah diubah beberapa kali lerakhi
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 200%
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45844); :

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusal Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lemibaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4438 |,
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20! |
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara KRepubhk
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 fentang
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomeor 140, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Penpawasarn
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20086 Nomor 165, Tambalan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4593},

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pomerintah
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintaban
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lewmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nemor 41 Tahun 2007 lwnlang

Organisasi Perangkar Daerah {Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemenntah Nomeor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembearan
Negara Republik Indonesia Nomeor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republikindonesia Nomor 494 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Dan Penyelengearaan Pendidikan
{Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5105 sebagaimana lclah
dinbah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

1<, Peraturan ...



19, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Nomor 23);

90). Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor | Tahun
2008 tentang Urusan Pemcrintahan Daerah Kabupaten
Sintang (Lembaran Dacrah Kabupaten Sintang Tahun
2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten
Sintang Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tabun
2008 tentang Susunan Organisasi Perangkal Daecrah
Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kkabupaten
Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

22, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor | Tahun
2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 1}; ;

MEMUTUSKAN :

Menelapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAR
KANAK NEGERI DI KABUPATEN SINTANG.

BAR I
KETENTUAN UMUM

Pasal |
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupalen Sintang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupatli dan Perangkat Daerah sebagan Unsur
Penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Pemerintaban Dacrah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemenntahan olen
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnyr
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1943,

4. Kepala Dacrah adalah Bupati Sintang.

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.

7. Mentert adalah Menter: Pendidikan Republik Indonesia.

8. Kepala Taman Kanak-kanak adalah Pimpiran Taman Kanak-Kanak vang

menduduki jabatan fungsional.

G, Walal



y, Wakil EKepala adalah Wakil Piumpiran Taman kanak-kanak YAang
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membidangl kurikulum dan Kesiswaan.

raman Kanak-kanak adalah Jenjang Pendidikan Anal Pra Seknlah berupa
lembaga formal Taman Kanak-Kanak Neger.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Vang selanjutnya disingrat
APBD adalah Anggarah Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sintang.

pendidikan adalal usaha sadar dan terencana wuntuk mewLjudkan
suasana belajar dalam proses pembelajaran agar pestrta didik secara akuf
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki  kekuatan spiritual
keagamaall, pengendalian diri, kepribadan kecerdasan akhlak mulia serté
keterampllan yang diperlukan dirinya, masyarakat, pangsa dan negara.

Pendidikan Taman Kanak-Kanak adalah adalah Pendidikan yang
dilaksanakan pada Analk Usia Pra Sekolah.

aistermn Pendidikan Nasional adalah keselurunan kormponen pendidikatl
yang saling terkalit sccara terpadu untuk mencapal Tujuan Pendidikan
Nasional.

Peserta didik adalah anggota masyarakal yang berusaha mengemban plepT -
potensi dirl melalul proses pem helajaran yang rersedia pada jalur, jenjang
dan jenis pendidikan tertentu.

Tenagsa Kependidikan adalah anggota masyarakal yang mengabdikat diri
dan diangkat 1tk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Pendidik adalah lenaga kependidikan yang berkualitas sebagal gurd,

dosen, konselor, pamong pelajar, widyasward, tutor, instruktar, fasilitator,
dan sebutan lain sesual dengan kekhusussannya Seria berpartisipas
dalam me nyelenggarakan pendidikan.

Kurikulum adalah seperangkal rencana pengaturan mengenal tujaar, 15!,
bahan pelajaran, untuk mencapal tujuan pendidikan rertentu.

pembelaiaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan
sumber belajar pada guatu lingkungan belajar,

Evaluasi pendidikan adalah keglatan pengcndaiiaﬂ. penjarmina:l dar:
perelapan muty pendidixan terhadap berbagai komponen pendidikar
pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sehagal suaTU bennuk
pﬁrtanggmgjawaban penyelenggaragn pendidikan.

 Akreditast adalah kegiatan penilalan kelayakan program dalam suatu

pendidilkan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Sumber dava pendidikan adalah scgala sesuatu yang dipergun akan dalam
penyelenggaraan pendidikan  yang memliputi  enagsa kependidikan,
masyarakat, dana, corana dan prasarana.

 Dewan Pendidikan adalah Lembaga Mandin yang beranggotakan berbagal

ansur masyarakal yang peduli pen didikan.

Komite Sckolah adalah Lembaga mandirt  yang beranggotakan

orangtua/wali peseria digik, komunitas Taman Kanak-Kanal serta fokoh
masyarakal yang pedali pendidilan.

25, Biswa .,



25, Anak adalah peserta didik pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak
di jalur pendidikan sekolah.

BAR Il
PENDIRIAN SEKOLAH

Pasal 2

(1) Latar belakang didirikannya Taman kanak-Kanak Negeri adalah upaya
pembinaan  yang ditujukan kepada anak usia pra sekolah  untuk
memberikan ransangan pendidikan untuk membantu pertumbunan e
perkembangan jasmani  dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalarm
memasulki pendidikan lebih lanjut berupa Sekolah Dasar,

(2) Pendirian Taman Kanalk-Kanak Negeri bertujuan :

4. meningkatkan daya lampung pendidikan Anak Usia Pra Sckaolah guna
memenuhi pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan <
caerah;

b. meningkatkan  pencapaian  perkembangan pertumbuhan  vang
merupakan integritas aspek pemahaman nilai-nilai agama, moral, fisik,
bahasa dan sosial  emosional, agar anak mencapal lngka’
perkembangan vang aptimal;

¢, meningkatkan keterlibatan dan peran aktif orang tua dan orang dewas,
antuk memberikan ransangan vang bersifat menyeluruh dan rerpacil
yvang meliputi pendidikan, keschatan, gizi, dan perlindungan yang
diberikan secara Kkonsisten melalui  pembiasaan pada lembaga
pendidikan.

(3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (]
penyelenggaraan pendidikan pada Taman kanak-Kanak berpedomarn
kepada Tujuan Pendidikan Nasional.

Pasal 3

Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri dengan nama dan lokasi schagaimana

tercantum dalam Lempiran I vang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan int.

Pasal 4

peserta didik berasal dari anak-anak usia pra sekolah atau usia antara 4
(ermpat) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 5
(1) Pengelolaan Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana.dimaksiil
dalam Pasal 3 sebagal bagian danm 3Sistem Pendidikan Nasional adalal

tanggung jawab Pemerintah Dacrah melzslui Kepala Dinas.

(2) Pimpinan Taman Kanak-Kanalk terdiri atas Kepala Taman hanalk Kanuk
dan seorang atau lebih Wakil Kepala berdasarkan kebutuhan.

(3) Kepala



(3) Kepala Sekolah dibantu oleh Tenapa Kependidikan lainnya dan tenaga
administrasi vang jumlahnya sesusal dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

(4) Susunan Organisasi, fugas dan wewenang Taman Kanak-Kkanak Neger
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesual dengan ketentuan peraluran
perundang-undangan yang berlaku,

(3) Struktur Organisasi dari Taman kanalk-Kanak sebagaimana dimaksud pads
ayal (1) tercantum pada lampiran | vang merupakan bagian yang lidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga pendidik, kurikulum
buku acuan, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta perneliharaany
pada Taman kanak-Kanak Negeri menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal ¥

Kepala Taman kanak-Kanak Dbertanggung jawah kepada Kepala [hnas
Pendidikan atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sckolah
pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana dan
prasarana.

BAB I
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH

Pasal &

(1) Isi Rencana Induk Pengembangan Taman Kanak-Kanak Negeri merupakan
susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapal tujuan pendidikan
anak usia dini dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan.

(2) Isi Kurikulum Pendidikan Tarnan Kanak-kanak Negeri wajib memuat bahan
kajian pendidikan tentang :
4 Pendidikan Nilai-nilai Agama dan Moral;
b. Pendidilkan Fisik ( Motorik Kasar dan Motorik Halus);
¢, Pendidikan Kognatif;
d. Pendidikan Bahasa;
¢, Pendidikan Sosial Emosional;

(3) Kurilaulum yang herlaku secara Nasional yang ditetapkan Menteri.

(4) Taman Kanak-Kanak Negeri dapat menjabarkan dan menambah maa
pelajaran sesual dengan keadasn lingkungan dan ciri khas Taman Kanak
kanak yang bersangkutan dergan tidak mengurangi kurikulum yang

berlaku secara nasional,

(5) Taman Kanak-Kanak Negeri dapat mernjabarkan dan menambah bahan
kajian dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.

Pa=zal _.



Pasal §

(1) Untuk dapat diterima scbagal siswa Taman Kanak-Kanak MNegeri anak
harus Berusia antara 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahus:

(2) Pelaksanaan Ketentuan sebagsimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh
Dinas.

Pasal 10

(1) Anak mempunyai hak sebagai berikut :

a. mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan:

b. memperoleh pendidikan nilai-nilai agama sesual dengan apama vang
dianutnva;

¢. mendapatkan sarana dan prasarana bermain yang aman, nyaman dan
memenuhi kriteria kesehatan anal;

d. menggunzkan alat  permainan  edukatif  berstandar  keamanan,
kesehatan, dan sesuai dengan fungsi stimulan;

(2) Anak mempunyail kewajiban sebagai berikut :

a. ikut menangeung biava penyelenggaraan pendidikan, kecuali bilaman:
sigwa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan vanc
berlaku;

b. mematuhi semua peraturan yang berlaku:

¢. menghormati tenaga pendidik;

d. menghormati tenaga kependidikan;

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2],
diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB [V
STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pagal 11

(1) Standar sarana dan prasarana vyang digunakan untuk Taman Kanalk
Ranak harus aman, nyaman dan memenuhi kriteria kesehatan anals:

(2) Besual dengan tingkal perkembangan anak dan jumlah anak;
{3} Sesual dengan kondisi sosial, budaya dan memanfaatkan sumber dayva
vang ada di lingkungan sekitar.
BAB V
PENTLAIAN

Pasal 12
Perilaian pada anak taman kanak-kanak dilakukan melalui proses
pengumpulan dan pengolahan informasi, dan pengamatan untuk menentukan
tingkat pencapaian perkembangan anak mencakup tingkal pencapalan
perkembangan anak, data tenlang status kesehatan, pengasuhan das

pendidikan.

Pasal



Pasal 13

(1] Penilaian terhadap anak dilakukan secara berkala, intensif. bermalkna
menyelaruh, berkelanjutan. sistemaus, dan konsisten.

(2) Pengamatan dilakukan pada saat anak melakukan aktivitas sepanjang
hari.

(3] Penilaian terhadap anak bermain dengan benda korikret.

(4) Penilaian terhadap guru dan lenaga kependidikan dilakukan untux
mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional,

(5) Hasil penilaian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :

2. pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga pendidik lainnva;

b. penyempurnaan  kurikulum, pengelolaan  program pendidikan,
metode,jenis  aktivitas/kegiatan, penggunaan dan penataan alar,
permainan edukatif alat kebersihan dan kesehatan;

c. memperbaiki sarana dan prassrana pendidikan termasuk untuk anak
berkemampuan khusus;

BARB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

(1] Dengan telah dilakukan Pendirian Taman Kanak-Kanalk  Negen
schagaimana dimaksud pada Lampiran T, terhadap segala biayva
penvelenggaraan, sarana dan prasarana pembinaan dan pengawasan
sekolah menjadi beban Anggaran Pendapatan dan  Belanja Dacrah
Kabupaten Sintang dan sumber lain yang sah.

(2) Pernbiayaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
a. gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;
. biaya pengadaan pemecliharaan sarana dan prasarana;
c. biaya perluasan dan pengembangan;
d. biaya Pendidikan dan Pengajaran.

BAB VII
PENGAWABAN

Pasal 15

(1] Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pecngawasan terhadap Taman
Kanal-Kanak Negeri dalam rangka pembinaan, pengembangan,
perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan Taman karak-Kanak

bersangkutan.

(2] Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan  dad
administrasi sekolah.

[3] Pt*nguwa GO



(3) Pengawasan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2], dilakusan
oleh pengawas Sekolah Pendidika Taman kanak-Kanak,

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1), ayat (2] dan
aval [3), diawr lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan Perundang
Undangan yang berlaku,

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Segala Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang telah ada sebelum
Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupat
ini masih tetap berlaku.

BAB VLI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar sctiap grang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ini, dengan penempalannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang,

Diletapkan di Sintang
e pAada tanggal 34 Oktober 2012
BUPATI SINTANG,
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Diundangkan di sintang

pada tanggal 34 Oktober 2012

SEKRERAR

ZULKIFLI HAJI AHMAD

SAERAH KABUPATEN SINTANG,

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR
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LAMPIERAN |

PERATURAN BUPATL SINTANG

NOMOR : B0 TAHUN 2012

TANGGAL : 74 OKTOBER 2012

TENTANG  : PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DI KABUPATEN SINTANG

STRUKTUR ORGANISASI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
D1 KABUPATEN SINTANG
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LAMPIRAN 1T : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

= OKTOBER 2014
- PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGER

TAFIUN 2012

DI KEABUPATEN SINTANG

DAFTAR PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DI KABUPATEN SINTANG
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